DIDUGA KORUPSI PEMELIHARAAN JALAN RP 2,4 MILIAR,
PEJABAT BINA MARGA SUMUT DITAHAN

Sumber Gambar : https://medan.kompas.com/

MEDAN, KOMPAS.com- Kejaksaan Tinggi Sumut menahan Kepala Unit
Pelayanan Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
(BMBK) Sumut berinisial RTZ pada Selasa (9/1/2023). RTZ diduga terlibat korupsi
proyek Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Gunung Sitoli, Nias Selatan,
sebesar Rp 2.454.949.986. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumut
Yos A Tarigan mengatakan, proyek yang ditangani RTZ memiliki pagu Rp 6.448.681.500
tahun anggaran 2022.

Kejaksaan kemudian mendapatkan informasi adanya dugaan korupsi di proyek
tersebut, lalu kemudian menyelidikinya. "Ternyata jumlah uang yang dibayarkan kepada
mandor dan pekerja tidak sesuai dengan bukti rekapan maupun kwitansi. Para mandor
dan pekerja tidak pernah menandatangani bukti pembayaran upah. Akibat perbuatan
kedua tersangka keuangan negara dirugikan mencapai Rp 2.454.949.986," ujar Yos
dalam keterangannya, Rabu (10/1/2023). Selanjutnya kejaksaan menetapkan RTZ
menjadi tersangka. Namun saat pemanggilan pertama, Selasa (12/12/2023), RTZ tidak
bisa hadir dengan alasan kesehatan.

Kemudian pemanggilan kedua dilakukan pada Selasa (9/1/2024), RTZ lalu hadir
didampingi kuasa hukumnya. Selanjutnya setelah pemeriksaan, jaksa menahannya.
"Dilakukan penahanan (kepada RTZ) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas | Medan
di Tanjung Gusta untuk 20 hari ke depan,” ujar Yos.

Sebulan sebelumnya jaksa juga telah menahan Bendahara Pengeluaran Pembantu
UPT Jalan dan Jembatan Dinas BMBK Sumut, inisial TT. Keduanya kini disangkakan
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https://medan.kompas.com/

pidana Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 telah
diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana. Lalu, Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Sumber Berita:
1. https://medan.kompas.com/read/2024/01/10/121739378/diduga-korupsi-
pemeliharaan-jalan-rp-24-miliar-pejabat-bina-marga-sumut, 10 Januari 2024
2. https://indiespot.id/2024/01/10/kepala-upt-bmbk-sumut-ditahan-karena-diduga-
terlibat-korupsi-pemeliharaan-jalan-rp-24-m/, 10 Januari 2024

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001.

Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau
denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah bebrapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019.
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Pasal 1

Angka 1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Angka 2. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan
eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas
berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Angka 4. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk
mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya
koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan,
pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 55 Ayat (1)

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta
melakukan perbuatan;

2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan
kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau
dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang
lain supaya melakukan perbuatan.

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021.

Pasal 18 Ayat (6)
Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:

a. Tipe | yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh
Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;

b. Tipe Il yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh
Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan
dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana
Swakelola;
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c. Tipe Il vyaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh
Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan
dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; atau

d. Tipe v yaitu Swakelola yang direncanakan oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau
berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh
Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Pasal 48
Pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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